
 

SALINAN 

 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 

NOMOR 29 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 14 Peraturan 
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 
2019 tentang Pertanggungj awaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2018, perlu disusun Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, sebagai 
rincian lebih lanjut dan i Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2018; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2018; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 

PROVINSI ICALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 

NOMOR 29 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAEFtAH 

TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 14 Peraturan 
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu 
disu sun Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2018, sebagai rincian lebih lanjut dan Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2018; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan i Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemerikasaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 
4400); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138) sebagaimana diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5155); 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis 
Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 
Tahun 2017 Tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Tahun 2017 Nomor 11); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 
Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 12). 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 
Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor ... 
Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
Tahun 2019 Nomor ... ); 



MEMUTUSHAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PEN DAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018. 

BAB I 
ICETEN'IMAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memirnpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin 
Barat, selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kotawaringin 
Barat. 

5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD 
Kabupaten Kotawaringin Barat. 

6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan 
Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

7. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda 
Kabupaten Kotawaringin Barat. 

8. Peraturan Kepala Daerah, yang selanjutnya Perkada adalah 
peraturan Bupati Kotawaringin Barat. 

9. Sekretarias Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat. 

10. Sekretaris DPRD adalah Perangkat Daerah yang memimpin 
Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat. 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut 
APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah 
yang mendapat persetujuan bersama oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

BAB II 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAII TAHUN ANGGARAN 2018 

Pasal 2 

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2018 terdiri atas: 



1. Pendapatan 
a. Pendapatan Ash daerah Rp 179.785.920.666,73 
b. Transfer Dana Perimbangan Rp 913.940.904.918,00 
c. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 

Rp 82.997.882.799,00 
d. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 

Rp 78.916.717.559,19 
e. Bantuan Keuangan Rp 150.000.000,00 
f. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp 35.664.571.222,71  
Jumlah Pendapatan 

2. Belanja 
a. Belanja Tidak Langsung 

Rp1.291.455.997.165,63 

1) Belanja Pegawai Rp 434.299.535.589,00 
2) Belanja Bunga Rp 0,00 
3) Belanja Subsidi Rp 0,00 
4) Belanja Hibah Rp 7.944.522.200,00 
5) Belanja Bantuan Sosial Rp 1.630.250.000,00 
6) Belanja Bagi Hasil Rp 8.174.154.300,00 
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp 138.890.854.825,00 
8) Belanja Tidak Terduga RP 0,00 

b. 
Jumlah Belanja Tidak Langsung 
Belanja Langsung 

Rp 590.939.316.914,00 

1) Belanja Pegawai Rp 110.478.471.624,05 
2) Belanja Barang dan Jasa Rp 253.293.210.556,04 
3) Belanja Modal Rp 340.758.782.140,12 
Jumlah Belanja Langsung Rp 704.530.464.320,21 

Jumlah Belanja  

Surplus / (Defisit) 

3. Pembiayaan 
a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

Jumlah Pembiayaan Netto  

Rp1.295.469.781.234,21 

Rp (4.013.784.068,58) 

Rp 135.768.255.080,19 
Rp 11.070.000.000,00 

Rp 124.698.255.080,19 

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 
Rp 120.684.471.011,61 

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati mi. 
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Pasal 4 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 dir-inci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi 
anggaran. 

Pasal 5 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati mi. 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar 
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatarmya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat. 

Ditetapkan di Pangkalan Bun 
pada tanggal 29 Agustus 2019

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

Diundangkan di Pangkalan Bun 
pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, 

SUYANTO 

BERITA DAERAH KAE3UPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019 
NOMOR : 

29 Agustus 2019

29 Agustus 2019

29
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